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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah  Syar’iyah  Langsa  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK : XXXXX, lahir di Lhokseumawe, tanggal 11 Agustus 1988 (umur

35 tahun),  agama  Islam,  pendidikan  :  S-1/Strata-I,

pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kota Langsa,  Nomor Handphone: xxxxxx dalam hal ini

menggunakan domisili  elektronik dengan alamat email:

xxxxxx  @gmail.com  ,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK :  XXXXX, lahir di  Sigli, tanggal  18 Maret 1988 (umur 35 tahun),

agama Islam,  pendidikan  :  SLTA/Sederajat,  pekerjaan :

POLRI  (Banit  Satlantas  pada  Polres  Aceh  Timur  NRP.

XXXXX),  tempat  tinggal  di  Kota  Langsa,  selanjutnya

disebut Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di

Kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Langsa  tanggal  04  Januari  2024 dengan

register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Lgs telah mengajukan permohonannya

yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  27  Januari  2009,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Langsa  Barat,  Kota  Langsa,
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sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal

28 Januari 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut,  Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal  di  rumah  milik  orangtua  Penggugat  di  Kota  Langsa, kemudian

berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kota Langsa,

sampai  pisah  dan  sekarang  Penggugat  tinggal  di  rumah  milik  orangtua

Penggugat di Kota Langsa,  sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik

bersama di Kota Langsa;

3. Bahwa  selama  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul

sebagaimana layak  nya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak

yang bernama: 

 Anak I (PR), umur 13 tahun;

 Anak II (PR), umur 6 tahun;

 Anak III (LK), umur 4 tahun;

Dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun

lebih  kurang 7  tahun,  akan  tetapi  sejak  2016  ketentraman  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering  terjadi  selisih  paham  dan  cekcok  secara  terus  menerus  yang

penyebabnya antara lain : 

 Tergugat  memiliki  sifat  tempramental  dimana  apabila  marah

Tergugat  terkadang  mengucapkan  kata-kata  kasar  dan  menghina

terhadap Penggugat dan sering berujung pada tindak kekerasan;

 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi dan tidak

terbuka dalam hal keuangan;

 Tergugat kurang menghargai dan menghormati Penggugat sebagai

Istri;

Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, dengan berusaha menuruti

kemauan  Tergugat  sesuai  dengan  kewajiban  seorang  istri  serta  berusaha

menasehati  Tergugat  namun nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak

membuat Tergugat menjadi lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan
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semakin kerap terjadi dan semakin parah yang membuat kehidupan rumah

tangga tidak rukun dan harmonis; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat  tersebut  terjadi  pada  bulan  Juni  2023  dengan  penyebab  seperti

tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan

Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Penggugat keluar dari  rumah

karena  tidak  sanggup  lagi  hidup  bersama  Tergugat,  sebagai  akibatnya

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;  

6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 

7. Bahwa  Penggugat  belum mengambil  surat  pindah  dan  perangkat  desa

masih mengakui Penggugat sebagai warganya;

8. Bahwa di samping Penggugat menggugat cerai, juga mohon ditetapkan hak

asuh anak kepada Penggugat atas anak Penggugat / Tergugat yang benama

Anak I (PR), umur 13 tahun,  Anak II (PR), umur 6 tahun dan Anak III  (LK),

umur 4 tahun dan dengan alasan sebagai berikut :  

8.1 Bahwa  anak-anak  tersebut  masih  dibawah  umur  yang  sangat

membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;

8.2 Bahwa  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dan  sanggup  untuk

memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa/mandiri, demi

pendidikan, kesehatan dan masa depan anak – anak tersebut;

8.3 Bahwa  Penggugat  selaku  ibunya  yang  mempunyai  hak  dan

berkewajiban mengasuh anak dan menjamin keselamatan jasmani dan

rohani, pendidikan dan kesejahteraan anak secara baik dan benar;

9 Bahwa  anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat  masih  membutuhkan  biaya

pemeliharaan,  biaya  pendidikan,  dan  biaya  kesehatan  sampai  dengan

dewasa/mandiri  yang  ditaksir  biaya  perbulan  untuk  kesemua  anak-anak

tersebut  berjumlah  Rp.3.000.000,00,-  (tiga  juta  rupiah)  oleh  karena  itu

Penggugat mohon agar Tergugat  dihukum untuk memberikan nafkah untuk

anak-anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak

amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
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10Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19

Peraturan Pemerintah No.  9  Tahun 1975,  dan untuk itu  Penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Mahkamah  Syar'iyah  Langsa  kiranya  berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

11Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh  atas  anak  yang

bernama: 

3.1 Anak I (PR), umur 13 tahun, Anak II (PR), umur 6 tahun dan Anak

III  (LK),  umur  4  tahun  dengan  tetap  memberikan  hak  akses  kepada

Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)

kesemua  anak-anak  tersebut  diatas  sejumlah  Rp.3.000.000,00,-  (tiga  juta

rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar

putusan dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-adilnya  (ex

aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik, dan atas panggilan

tersebut  Penggugat  datang  menghadap  sendiri  menghadap  di  persidangan,

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  ketidakhadirannya  tersebut  tidak

disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  perkara  ini  diperiksa  tanpa

hadirnya Tergugat;
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Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di  persidangan maka upaya

mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini,  meskipun demikian Hakim

Tunggal  di  depan  persidangan telah  memberikan  nasehat  dan  arahan kepada

Penggugat  supaya  bersabar  untuk  tetap  mempertahankan  kelangsungan

pernikahannya dengan Tergugat; 

Bahwa atas nasehat dari Hakim Tunggal tersebut Penggugat menyatakan

mencabut perkaranya dan akan memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan

Tergugat; 

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan  ini  dianggap  telah  termasuk  dan  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Oleh  karena  Majelis  Hakim  tidak  terpenuhi  dan

Sehubungan  dengan  dikeluarkannya  Surat  dari  Ketua  Mahkamah  Agung  RI

Nomor  185/KMA/HK.05/6/2019  Tentang  pemberian  dispensasi/  izin  untuk

bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara a quo diperiksa dan diadili oleh

Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh  karena  Penggugat  telah menyatakan mencabut

gugatannya dengan  alasan  akan  memperbaiki  hubungannya  dengan  Tergugat,

maka untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  Penggugat

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah

proses  persidangan  dilangsungkan  maka  biaya  yang  timbul  dalam perkara  ini

harus diperhitungkan; 

Menimbang,  bahwa karena perkara  ini  menyangkut  bidang  perkawinan

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah

dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama  menjadi  Undang-Undang  Nomor  3
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Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  menjadi  Undang-undang  Nomor  50  Tahun

2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut permohonannya;

2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Lgs selesai karena dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh  Said Nurul  Hadi,  S.H.I.,  M.E.I., Hakim Tunggal

pada hari  Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27

Jumadil  Akhir  1445  Hijriyah, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Ir.  Athiatun  Zakiah,  S.H., sebagai  Panitera  Pengganti  yang  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Ir. Athiatun Zakiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

a. Biaya pendaftaran Rp     30.000,-
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b. Panggilan  pertama  Penggugat

dan Tergugat

Rp     20.000,-

c. Redaksi Rp     10.000,-

d. Surat  Permohonan  Pencabutan

Perkara

Rp     10.000,-

2. Biaya perkara:

a. ATK perkara Rp      70.000,-

b. Panggilan Rp      90.000,-

c. Meterai Rp      10.000,-

Jumlah Rp    240.000,-

(dua  ratus  empat  puluh  ribu

rupiah).
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